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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt, telah memberikan banyak 
nikmat serta petunjukNya sehingga saya masih dapat beraktifitas 
menjalankan tugas sebagai Dosen, dan Profesi lainnya. Buku 
berjudul Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan Pembaharuan 
KUHP UU No.1 Tahun 2023, diharapakan dapat berguna 
mengkritisi terbentuknya KUHP Nasional yang telah di sahkan 
oleh DPR sebagai Undang-undang KUHP Nasional. 

Secara sederhana dapat mengatakan hukum adalah 
seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. 
Hukum dianggap sebagai tujuan dari politik tujuannya agar ide-ide 
hukum atau rechtsidee seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan 
sebagainya ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan 
sebagian atau secara keseluruhan, dari ide hukum itu merupakan 
tujuan dari proses politik dan hukum sekaligus merupakan alat 
dari politik. Politik mempergunakan hukum positif (peraturan 
perundang-undangan) untuk mencapai tujuannya dalam arti 
merealisasikan ide-ide hukum tersebut. 

Politik hukum dapat diartikan sebagai legal policy yang akan 
atau telah dilaksanakan secara nasional berupa pembuatan dan 
pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan. Politik hukum juga mengkaji hal-hal yang 
terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, 
termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak 
hukum.

Penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi Pengantar 
Ilmu Pengetahuan Politik Hukum Pidana yang sering dipelajari 
kalangan Mahasiswa, akademisi, Praktisi, Lembaga Legislatif, 
Lembaga Yudikatif maupun Lembaga Eksekutif serta pada 
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masyarakat umumnya. Semoga bermanfaat, dan memahami 
setelah membacanya. Penulis sangat senang untuk diberikan saran 
yang berguna dalam penyempurnaan serta penerbit yang telah 
bersedia menerbikan buku ini.

Bekasi, 16 September 2023

Penulis

Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA, CLi, CMC.
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BAB 1  
PENGANTAR  

POLITIK HUKUM PIDANA

A. PENGERTIAN POLITIK HUKUM

Mengkaji politik hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari politik 
hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. 
Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti. Perkataan 
politiek dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan 
dengan negara atau membicarakan masalah kenegaraan.1 Talcott 
Persons mengartikan politik sebagai “aspek dari semua perbuatan 
yang berkenaan dengan usaha kolektif bagi tujuan-tujuan kolektif”.2 

Politik menurut Hoogerwerf adalah “usaha mencapai tujuan 
tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.”3 
Politik atau dengan kata lain ‘kabijakan’ juga dapat dipahami sebagai 
keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan efi sien 
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama.4

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan 
bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda rechtspolitiek, yang 
merupakan bentukan dari dua kata rech dan politiek.5 Dalam bahasa 

1 Sudarto dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: 
Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm.2

2 Mudzakir dkk, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan 
Sistem Pemidanaan, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, hlm.8-9.

3 Mudzakir dkk, Perencanaan Pembangunan Hukum……..Ibid. hlm.8-9. 
4 Robert R.Mayer dan Ernest Greenwood dalam Sultan Zan  Arbi dan Wayan Ardana, 

Rancangan Penelitian Dan Kebijakan Sosial, Jakarta, CV. Rajawali, 1997, hlm.63 
5 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta, Raja Grafi ndo 

Persada, 2007, hlm.18-19. 
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Indonesia, kata recht berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal 
dari bahasa Arab hukm (kata jamaknya ahkam), yang berarti 
putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain. 
Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di 
kalangan para teoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum 
yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terjadi karena sifatnya yang 
abstrak dan cakupannya yang luas serta perbedaan sudut pandang 
para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut 
dengan hukum itu. 

Secara terminologis, politik hukum dapat didefi nisikan sebagai 
aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai 
suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.6 Politik 
hukum juga dapat diartikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan 
arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Dari segi lain, 
masalah politik hukum adalah mengenai nilainilai, penentuannya, 
pengembangannya, dan pemberian bentuk hukumnya. Dengan kata 
lain, salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu tata 
hukum nasional yang baik antara lain adalah politik nasional.7 Dalam 
Kamus Bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas, kata politiek 
mengandung arti beleid. Kata beleid sendiri dalam Bahasa Indonesia 
berarti kebijakan (policy) dari penjelasan tersebut politik hukum dapat 
diartikan secara singkat sebagai legal policy atau kebijakan hukum.8

Namun, sebagai pedoman, secara sederhana kita dapat 
mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah 
laku yang berlaku dalam masyarakat. Hukum dianggap sebagai 
tujuan dari politik adalah agar ide-ide hukum atau rechtsidee seperti 
kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya ditempatkan dalam 
hukum positif dan pelaksanaan sebagian atau secara keseluruhan, 
dari ide hukum itu merupakan tujuan dari proses politik dan hukum 
sekaligus merupakan alat dari politik. Politik mempergunakan 
hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk mencapai 
tujuannya dalam arti merealisasikan ide-ide hukum tersebut. 

6 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1982, hlm.42.
7 Padmo Wahjono, Indonesia Berdasarkan atas Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm.99. 
8 Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum…….Op cit, hlm.21-22. 
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Abdul Hakim Garuda Nusantara menyatakan, politik hukum 
secara harfiah bisa dikatakan sebagai kebijakan hukum yang 
hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu 
pemerintahan negara.9 Bernard L. Tanya mengkonstruksikan politik 
hukum sebagai apa yang seharusnya, yang tidak selamanya identik 
dengan yang ada. What ought terhadap what is. Politik hukum tidak 
bersifat pasif dengan apa yang ada, melainkan aktif mencari apa 
yang seharusnya. Bernard juga menambahkan keberadaan politik 
hukum ditandai oleh tuntutan untuk memilih dan mengambil 
tindakan. Sebagaimana politik hukum menyangkut cita-cita atau 
harapan, maka visi hukum tentu harus ditetapkan terlebih dahulu, 
dan dalam jalur visi itulah bentuk dan isi hukum dirancang bangun 
untuk mewujudkan visi tersebut.10 

Andi Hamzah berpendapat politik hukum hanya mencakup satu 
tahap saja, yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk 
produk hukum atau disebut legislative drafting. Sedangkan dalam 
pengertian materiel, politik hukum mencakup legislative drafting, legal 
executing, legal review.11 Sebagai legal policy, politik hukum diartikan 
sebagai arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk 
mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan 
hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti 
ini politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem 
hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam 
konteks Indonesia melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum.12 

Moh. Mahfud menyatakan tolak tarik antara hukum dan politik 
dapat saja dikatakan sebagai sebuah fakta. Untuk melihat hubungan 
itu tergantung pada asumsi, konsep, atau dasar pandangan yang 
digunakan. Dalam hal ini hubungan hukum dan politik bisa 
didasarkan pada pandangan das sollen (keinginan atau keharusan) 
dan das sein (kenyataan). Das sollen mengandung arti bahwa 

9 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Indonesia, Jakarta, Yayasan Lembaga 
Bantuan Hukum Indonesia, 1988, hlm.20. 

10 Bernard L. Tanya, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, Yogyakarta, Genta 
Publishing, 2011, hlm.3 

11 Andi Hamzah, Delik-delik Tersebar di Luar KUHP, Bandung, Pradnya Paramita, 1983, hlm.9. 
12 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta, Rajawali 

Pers, 2012, hlm.5. 
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